BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di Apotek Rafa Farma pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 28
November 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Kegiatan PKPA telah memberikan banyak wawasan dan pemahaman
kepada calon apoteker dalam hal peran, fungsi, dan tanggung jawab
apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.

Kegiatan PKPA membekali calon apoteker agar memiliki wawasan,
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian di apotek.

. Kegiatan PKPA ini telah memberi kesempatan kepada calon apoteker

untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan — kegiatan yang
dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas
di apotek.

Kegiatan PKPA berguna untuk mempersiapkan calon apoteker dalam
memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

Kegiatan PKPA telah memberi gambaran nyata kepada calon apoteker

tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek

Kimia Farma Kimia Farma Blitar adalah sebagai berikut:

1.

Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlu meningkatkan

kemampuan dalam hal komunikasi, kepercayaan diri, dan pengetahuan di
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bidang farmasi dan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan
kefarmasian kepada masyarakat dengan meyakinkan, benar, dan mudah
dipahami.

2. Mahasiswa PSPA perlu mempelajari dan memahami peraturan perundang
— undangan yang terbaru terkait farmasi khususnya di bidang apotek agar
dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang
berlaku saat ini.

3. Mahasiswa PSPA harus bisa lebih aktif dalam melaksanakan PKPA di
apotek sehingga bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam

mengelolah dan mengembangkan apotek secara optimal.

4. Pendokumentasian Patient Medication Record (PMR) secara lengkap
dapat dilakukan agar dapat diketahui riwayat pengobatan dan
perkembangan pasien.
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